Menimbang :

Mengingat

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : & TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal
66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3),
Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736};

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3531);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2

il

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




10.

1.

12,

13.

14.

15

16.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan Retribusi.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau
perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungu retribusi tertentu.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribad atau
Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
serta penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.




17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat
daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Urut yang diberikan
kepada Wajib Retribusi sebagai Identitas atas Pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah daerah

18. Nomor Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut NORD adalah
Nomor Urut yang diberikan kepada Obyek Retribusi sebagai
Identitas atas Obyek yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam
rangka Pelayanan Retribusi Daerah

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD
adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiataan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan retribusi daerah.

21. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karne
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bungan dan/atau denda

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah Kota Mataram

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur:
a. objek, subjek dan wajib retribusi;
b. penetapan besaran retribusi terutang;
c. tata cara pemungutan retribusi, meliputi :
1. pendaftaran dan pendataan;
2. pembayaran dan penyetoran;
3. pemeriksaan retribusi;
4. keberatan retribusi;




(1)

(3)

(1)

(2)

5

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

pemungutan retribusi oleh pihak ketiga;

7. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau
sanksinya;

8. penghapusan piutang retribusi,

pemanfaatan penerimaan retribusi; dan

pelaksanaan penatausahaan pendapatan daerah.

&

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3
Objek Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
Jenis, objek, dan rincian objek dari setiao Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan
Retribusi.
Dikecualikan dari objek dari setiap retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan
yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek rertibusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau
perizinan
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5
Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi
beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya
Retribusi yang terutang.




(4)

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran
Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang
ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

(6)

(7)

(1)

(2)

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat
perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi
pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 6
Wajib Retribusi mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusinya
kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan
menggunakan Surat Pendaftaran Objek Retribusi.
Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi
Pemerintah Daerah yang tersedia.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib
Retribusi diberikan satu NPWRD yang diterbitkan oleh Pejabat
yang ditunjuk.
Selain diberikan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NORD,
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis
Retribusi yang memerlukan pendaftaran objek Retribusi.
NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota Mataram atau
Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWRD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.




Pasal 7

Wali Kota Mataram atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi,
dan menatausahakan data objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi,
termasuk jika diperlukan dapat memuat informasi geografis objek
Retribusi untuk keperluan administrasi Retribusi Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Pasal 8

Dalam hal Wajib Retribusi tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, Wali Kota Mataram atau Pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWRD, nomor registrasi, NORD, dan/atau jenis penomoran lain
yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan
Wajib Retribusi.
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWRD, nomor
registrasi, NORD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Retribusi dianggap disetujui.
Penonaktifan atau penghapusan NPWRD, nomor registrasi, NORD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib
Retribusi:
a. tidak memiliki tunggakan Retribusi; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,

banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke
kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku
pemungut.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan
Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(3)

(1)

(6)

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh
BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke
rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 10
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.
Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan
Pemeriksaan.
Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi
dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas
umum daerah secara bruto.
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja
sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




(1)

Bagian Keempat
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 11
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Retribusi dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Retribusi.
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi dapat dilaksanakan dengan
bekerjasama pada SKPD yang memiliki Kemampuan dasar atas
pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang telah
ditetapkan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang

ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 13
Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.




(2)

(3)

(6)

(1)

(2)

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi

dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi

dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Penagihan kepada Wajib Retribusi dapat dilaksanakan dengan

bekerjasama pada SKPD/Instansi yang memiliki Kemampuan

dasar atas penagihan sesuai dengan Standar Penagihan yang telah

ditetapkan.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 14
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan.
Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Wali Kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi diatur sesuai ketentuan yang berlaku tentang standar
Pemeriksaan Retribusi Daerah.

Bagian Ketuju
Keberatan Retribusi

Pasal 15
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.
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(3)

(4)

(3)

(4)

(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan
disertai alasan yang jelas;

b. dilampiri asli bukti Keberatan; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

bencana alam,;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

¢ Q0 op

Pasal 16
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib
Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.
Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima seluruhnya.

Pasal 17
Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12
(dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
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(2)

(3)

(1)

(3)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan
Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapann

Pasal 18

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mempertimbangkan hal-hal berupa :

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

b. kondusivitas dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan
Pelayanan atas Retribusi;

c. dalam hal Objek Retribusi yang ada hubungannya dengan
subyek Retribusi terkena bencana alam dan bencana non
alam; dan

d. sebab lain yang luar biasa.

Pengurangan tersebut sesuai ayat (1) diberikan atas permohonan

Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota atau

Pejabat yang ditunjuk.

Pemberian pengurangan secara jabatan tertuang dalam bentuk

Keputusan Wali Kota atau Keputusan pejabat yang ditunjuk

dengan memuat alasan atas keputusan pemberian pengurangan

tersebut.

Pengurangan atas Permohonan Wajib Retribusi diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memenuhi persyaratan :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengurangan yang dimohonkan
disertai alasan yang jelas;

b. dilampiri bukti Permohonan pengurangan yang diajukan; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Keputusan atas permohonan pengurangan tersebut akan tertuang

dalam Surat Keputusan Wali Kota atau Keputusan Pejabat yang

ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(4)

(9)

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota

atau Pejabat yang ditunjuk.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian

atas kelebihan pembayaran kepada Wali Kota melalui Perangkat

Daerah pengelola Retribusi terkait.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan
disertai alasan yang jelas;

b. dilampiri asli bukti pembayaran; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

‘ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang
Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi
lainnya.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol
koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
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(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 20
Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu)
hari.
Dalam hal terjadi kondisi diluar kekuasaan bendahara dan adanya
kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang disertai
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
dokumen elektronik.
Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 21

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan/atau
b. atas nama pribadi.
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
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(5

(1)

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

BAB VII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RERTIBUSI

Pasal 22
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
Besaran Pemanfaatan dari Penerimaan Retribusi dituangkan
dalam Surat Keputusan Wali Kota yang akan menjadi pedoman
besaran minimal dalam perencanaan dan penganggaran atas
kegiatan pelayanan atas retribusi tersebut.
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat
perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat
pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Mataram.

Diundangkan di Mataram

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal § Januarr 2024
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ISKANA

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR &

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Kabid P2D

Paraf Koordinasi

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

et
;_-—
1
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